PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT by Ismail Rachman, Riri Moldjo, Ventje Kasenda,
1 
 
PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   DALAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT 
 




Salah satu tugas utama pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan 
menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2011), artikel ini akan mengkaji bagaimana peran 
pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. 
Peran pemerintah  daerah secara khusus akan dikaji melalui peran Dinas Kelautan dan 
Perikanan   Kabupaten Minahasa Utara dalam pemberdayaan masyarakat petani rumput laut 
yang ada di Minahasa Utara khususnya yang ada diwilayah Desa Nain Kecamatan Wori. Kajian 
akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Talisiduhu Ndraha 
(1990:166) tentang peran pemerintah. Menurutnya peran pemerintah dalam pemberdayaan 
masyarakat adalah: memberikan bimbingan dan bantuan teknis; menggerakan partisipasi 
masyarakat; memberikan stimulasi dan motivasi kepada masyarakat; dan memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sebagai alternative dan mengambil keputusan. 
Temuan penelitian menggambarkan bahwa peran Dinas Kelautan dan Perikanan   Kabupaten 
Minahasa Utara dalam pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Desa Nain sebenarnya 
sudah baik namun terkendala dengan anggaran yang tersedia. 
 





One of the main tasks of the government is community empowerment. By using a 
qualitative method (Sugiyono, 2011), this article will examine the role of the local government of 
North Minahasa Regency in community empowerment. The role of local government in particular 
will be studied through the role of the Department of Marine Affairs and Fisheries of North 
Minahasa Regency in empowering seaweed farming communities in North Minahasa, especially 
those in the Nain Village area, Wori District. The study will be conducted using the approach 
proposed by Talisiduhu Ndraha (1990:166) regarding the role of government. According to him, 
the government's role in community empowerment is to: provide technical guidance and 
assistance; mobilize community participation; provide stimulation and motivation to the 
community; and provide opportunities for the community to choose as an alternative and make 
decisions. The research findings illustrate that the role of the Department of Marine Affairs and 
Fisheries in North Minahasa Regency in empowering seaweed farming communities in Nain Village 
is actually good but is constrained by the available budget. 
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Melihat perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat 
ditengah kondisi perekonomian yang kurang maksimal maka pemerintah menjadi aktor penting 
dalam hal kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sehingga dapat 
dipastikan anggota masyarakat bisa memenuhi kehidupan secara mandiri. Setiap Wilayah 
tentunya masing-masing memiliki sumberdaya alam yang memadai untuk dikembangkan dan 
dimanfaatkan. Namun meskipun begitu masyarakat juga menjadi sangat berpengaruh 
dikarenakan potensi alam yang dimiliki setiap daerah akan dikelola dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat itu sendiri.  
Seperti halnya di desa Nain Kecamatan Wori kabupaten Minahasa Utara dengan kondisi 
wilayahnya sangat berpotensi untuk budidaya rumput laut, yang kemudian dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat sehingga perekonomian mereka bisa menjadi baik atau bahkan semakin baik. 
Oleh karena itu pemerintah harus melibatkan diri dalam upaya pemberdayaan petani rumput 
laut. Tujuan sebuah Negara terbentuk yaitu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. 
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 mengenai 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial dijelaskan dalam pasal 1 bahwa penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial adalah upaya yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan bersifat 
berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, terkait dengan hal ini pemerintah daerah 
beserta masyarakat melalui pelayanan sosial dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi apa 
yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat dengan meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 
pemberdayaan sosial, serta segala hal yang terkait dengan keamanan masyarakat (perlindungan 
sosial). 
Peran pemerintah dalam pemberdayaa masyarakat adalah sebagai regulator, 
dinamisator dan fasilitator. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai 
regulator, adapun hal-hal yang dilaksanakan pemerintah sebagai regulator seperti pembuatan 
peraturan terkait pengelolaan dan pemberdayaan petani rumput laut dan menyiapkan 
instrumen atau alat-alat sarana dan prasarana oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-
tugasnya. Serta perlu itu Kenyataan yang terjadi adanya peraturankhusus tentang hal-hal yang 
mengatur pemberdayaan petani rumput laut di Kabupaten Minahasa Utara. Peran pemerintah 
sebagai dinamisator seperti melakukan pengarahan dengan memberikan informasi yang 
dibutuhkan oleh petani rumput laut, memberikan bimbingan, dan juga sebagai penggerak untuk 
meningkatkan pemberdayaan petani rumput laut. Pemberian bimbingan dan pengarahan terkait 
pengelolaan rumput laut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 
masyarakat dalam memanfaatkan rumput laut di Kabupaten minahsa Utara. Peran pemerintah 
sebagai fasilitator yaitu menciptakan suatu kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan 
pembangunan dan menjembatani segala kepentingan masyarakat untuk mengoptimalkan 
pembangunan daerah. Secara khusus disini pemerintah melakukan pelatihan, peningkatan 
keterampilan untuk petani rumput laut, dan memberikan bantuan dana atau pendanaan. Serta 
sarana dan prasarana pendukung untuk terciptanya kondisi yang kondusip dalam kengiatan 
masyarakat petani rumput laut. 
      Upaya untuk memberdayakan masyarakat terdiri atas tiga aspek yaitu; pertama menciptakan 
suasana dan iklim yang bisa membuat masyarakat menjadi berkembang (enabling). Tolak 
ukurnya yaitu pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki kemampuan yang 
bisa berkembang.Hal tersebut berarti tidak ada masyarakat atau petani rumput laut yang tanpa 
kemampuan untuk diberdayakan, karena jika seperti itu maka manusia atau masyarakat akan 
punah. Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membangun kemampuan 
daya masyarakat, dengan memotivasi serta meningkatkan kesadaran tentang potensi yang 
dimiliknya dan juga berupaya agar kemampuan masyarakat dikembangkan. Masyarakat di desa 
Nain Kecamatan Wori tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda, khususnya petani 
rumput laut karena sudah berada dalam Wilayah yang kompetensi rumput laut yang 
mendukung aktifitas kehidupannya sehari-hari, maka masyarakat setempat tentunya dapat 
mengelola rumput laut dengan dukungan dari pemerintah. 
Kedua meningkatkan kemampuan yang masing-masing dimiliki oleh anggota masyarakat 
(empowering). Untuk hal tersebut dibutuhkan beberapa langkah positif, selain untuk 
menciptakan iklim dan suasana. Peningkatan ini memerlukan beberapa langkah yang pasti atau 
nyata, dan juga menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta menentukan akses 
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untuk berbagai peluang yang ada (opportunies) kemudian akan menjadikan masyarakat 
diberdayakan. Dalam memberdayakan masyarakat upaya yang paling penting dilakukan yaitu 
peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses seperti modal, teknologi, 
informasi, lapangan pekerjaan, dan pasar.Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana 
dan prasarana seperti fisik, perbaikan jalan, listrik, dan sarana sosial yang menyangkut sekolah 
beserta fasilitas pelayanan untuk kesehatan, yang bisa dijangkau kalangan masyarakat pada 
lapisan paling bawah, dan juga termasuk penyediaan program dari pemerintah berupa 
pemberian dana, pemberian latihan, dan sarana prasarana pemasaran di desa Nain, dimana 
pemberdayaan ini difokuskan pada mereka yang kemampuannya masih kurang.  
Ketiga pemberdayaan bermakna melindungi. Dalam tahap memberdayakan masyarakat, 
masyarakat yang kemampuan masih kurang harus diberdayakan dengan lebih baik agar dapat 
bersaing. Oleh sebab itu perlindungan kepada mereka yang lemah lebih diutamakan dalam 
pemberdayaan masyarakat. Perlindungan tidak berarti menutupi dari interaksi, karena hal itu 
justru akan menjadikan yang berkemampuan lemah akan menjadi semakin lemah.  
Fungsi pemberdayaan tersebut memberikan peran penting yang bisa dilakukan oleh 
pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan   untuk memberdayakan 
masyarakat dengan sistem budidaya rumput laut yang baik. Untuk meningkatkan aspek 
ekonomi masyarakat dengan menggali potensi yang terdapat di desa Nain kecamatan Wori 
kabupaten Minahasa Utara, sehingga diperlukan kerja sama antara anggota masyarakat petani 
rumput laut dengan Dinas Kelautan dan Perikanan   Kabupaten Minahasa Utara. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 mengenai Perencanaan 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 telah menegaskan bahwa konstruksi 
Negara kepulauan dengan Wilayah laut terluas didunia beserta hasil sumber daya alam yang 
dikandungnya merupakan modal utama dalam pembangunan Nasional yang sangat strategis. 
Pengelolaan atas potensi sumber daya kelautan merupakan aset untuk kedepannya bagi suatu 
bangsa yang memerlukan dukungan pemerintah dan pemihakan nyata dari seluruh stakeholders. 
Oleh karena itu terhadap petani rumput laut sebagai pengelola sumber daya alam yang sangat 





A. Konsep Peran  
         Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan 
(status), apabilah seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan 
hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabilah seseorang melakukan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya 
peran juga dapat di rumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh 
suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus 
di jalankan atau di perankan pimpinan tingkat atas, menegah maupun bahkan mempunyai 
peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang di lakukan oleh seseorang yang 
menempati suatu posisi di dalam status sosial. 
Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting 
yaitu : 
1. Peran meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang 
dalam masyarakat peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 
memimbing sesorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat di laksankan oleh individu-individu 
dalam masyarakat sebagai organisasi. 
3. Peran juga dapat di katakana sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 
masyarakat. 
        Wibawa (2000:81) menyatakan bahwa peran adalah keseluruhan hubungna perilaku 
seorang di lihat dari fungsi organisasi. Sedangkan Soekanto (2002 :268) memberikan pengertian 
tentang peran, peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang  
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 
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peran pembedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan, keudanya tidak dapa dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan 
sebaliknya, tak ada peran tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peran, sebagaimana 
halnya dengan kedudukan, peran juga mempunyai 2 hal arti seperti setiap orang mempunyai 
macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya hal ini sekaligus berarti 
bahwa peran menentukan apa yang di berikan oleh masyarakat kedepany, selanjutnya judistra 
(dalam Giroth, 2004:25) menyatakan bahwa teori peran adalah teori yang 
merupakanperpaduan berbagai teori, orientasi, maupun displin ilmu, selain piskologi, teori 
peran berawal dari dan masih tetap di gunakan dalam sosiologi dan antropologi. 
       Giroth (2004:27) mengatakan bahwa sessuai dengan situasi yang di hadapi artinya sesuai 
dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peran 
yang akan di lakukan di tentukan oleh : 
a. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuia dengan norma keseragaman 
pada kelompok /masyarakat dalam situasi yang sama, 
b. Apabila norma itu jelas maka dapat di kaitkan adanya kemungkinan besar untuk 
menjalankannya. 
c. Apabila individu diharapkan pada situasi lebih dari dari satu norma yang dikenalnya 
maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompormi dan modifikasi norma-norma. 
Artinya peran seorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan, di samping 
itu juga di tentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, 
dan norma yang dipatuhi oleh masyarakat tersebut serta jika norma itu lebih dari satu, maka 
satu norma yang di patuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan 
norma-norma lain.  
Menurut Taliziduhu Ndraha (1990:116) disebutkan bahwa peran pemerintah dalam 
pembangunan adalah sebagai berikut: 
a. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis  
b. Menggerakan pratisipasi masyarakat 
c. Memberikan stimulasi dan motivasi kepada masyarakat 
d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memili sebagai alternative dan 
mengambil keputu san. 
       Jadi berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa peran adalah sebagai pola 
tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu yang 
diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peran yang 
dipegannya serta memberikan apa yang bisa diberikannya kepada masyarakat. 
 
B. Dinas Kelautan dan Perikanan   
- Terbentuknya Dinas Kelautan dan Perikanan    
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah no. 18 
tahun 2016 tentang perangkat daerah, perlu menetapkan peraturan mentri Kelautan dan 
Perikanan  tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat 
daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
Kelautan dan Perikanan . 
Peraturan mentri Kelautan dan Perikanan  tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah dan 
unit kerja pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan . 
1. Perangkat daerah adalah unsure pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat  
daerah dalam penyelegaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
2. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan 
rakyat daerah provinsi menjadi kewenangan daerah provinsi. 
3. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan dewan 
perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam penyelengaraan  urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. 
4. Dinas adalah unusr pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah provinsi dan kabupaten/kota 
5. Unit kerja adalah bidang dan seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan   provinsi dan 
dinas perikanan kabupaten/kota. 
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6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
presiden yang pelaksanaannya di lakukan oleh kementrian Negara dan penyelenggara 
pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat.        
  
- Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan   
Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu 
bupati/walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang 
menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada 
daerah kabupaten/kota. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinas perikanan 
kabupaten/kota menyelengarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan uasaha kecil pembudidayaan 
ikan, penerbitkan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 daerah 
kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelengaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan 
pengelolaan pembudidayaan ikan; 
b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan 
ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) 
daerah kabupaten/kota pengelolaan dan penyelengaraan tempat pelelangan ikan(TPI), 
dan pengeloaan pembudidayaan ikan; 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil 
pembudidayaan ika, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya 
dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota pengelolaan dan penyelenggaraan tempat 
pelelangan ikan  
d. Pelaksanaan adrimintasi dinas perikanan kabupaten/kota; 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Kelautan dan Perikanan  yang di berikan 
oleh bupati/walikota. 
 
C. Konsep Pemberdayaan 
- Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 
              Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari 
kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan 
bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan 
dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang 
diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada 
kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga 
mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: 
a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam 
arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas 
dari kesakitan. 
b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 
meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka 
perlukan. 
c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang 
mempengaruhi mereka. 
Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 
pemberdayaan adalah serangkai kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan 
kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 
kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin 
dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau 
mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam 
bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan 
aspirasi, memenuhi mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai indikator 




- Tahap-Tahap Pemberdayaan. 
Sumodininggrat menyatakan bahwa pemberdayaan tidak selamanya, melainkan dilepas 
untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti 
pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana 
disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung 
secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi: 
1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa 
membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 
2. Tahap teransformasi kemampuan kerja terbuka wawasan pengetahuan, kecakapan, 
keterampilan, agar membuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga 
dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga 
terbentuklah inisiatif dan kemampuan inonatif untuk mengantarkan pada kemandirian. 
        Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis 
mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua 
potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, 
penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing 
dalam komunitasnya. 
             Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa dalam upaya 
untuk menyebarkan kekuasaan melalui pemberdayaan masyarakat organisasi agar mampu 
menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, 
pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Masyarakat berdaya memiliki 
ciri-ciri : 
1. Mampu memahami diri dan potensinya. 
2. Mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), dan mengarahkan 
dirinya sendiri. 
3. Memiliki kekuatan berunding bekerja sama secara saling menguntungkan dengan 
bargaining power yang memadai. 
4. Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri 
 
 
- Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 
Mathews menyatakan bahwa:” prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang 
dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. 
Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah di yakini 
kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam dengan demikian 
“prinsip” dapat di jadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang 
akan di laksanakan. 
Bahwa setiap penyulu/fasilator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh 
pada prinsip-prinsip seoramg penyuluh (apalagi administaor pemberdayaan) tidak mungkin 
dapat melaksanakan perkerjaanya dengan baik. Menurut Totok Mardikanto dan Purwoko 
Soebianto (2012:105) mengatakan pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka 
pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip: 
1. Mengerjarkan artinya, kegiatan pemeberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan 
masyarakat untuk mengajarkan/menerapkan seusatu karena melalui mengajarkan 
merekan kan mmegelami proses belajar baik (baik dengan menggunakan pikiran, 
perasaaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih 
lama; 
2. Akibat artinya kegiatan pemberdayaan harus memberiakan akibat atau tidak 
senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan 
belajar/pemberdayaan di masa-masa mendatang; 
3. Asosisasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainya, 
sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/mengubuhkan kegiatannya dengan 
kegiatan/peristiwa yang lainnya. 
Lebih lanjut, menurut Totok Mardikanto, dkk, (2012:106) mengungkapkan prinsip-prinsip 
pemberdayaan yang lain yang mencakup: 
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1. Minat dan kebutuhan artinya, pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada 
minat dan kebutuhan masyarakat mengenai hal ini harus di kaji secara mendalam apa 
yang benar-benar menjaddi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap 
inidvidu maupun segenap warga masyarakatnya, kebutuhan apa saja yang dapat 
dipenuhi sesusai dengan tersedianya sumebrdya, serta minat dan kebutuhan mana yang 
perlu mendapat prioritas untuk di penuhi terlebih dahulu; 
2. Organisasimasyrakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu 
melibatka/menyentu organisasi masyrakat bawah, sejak dari keluarga /kekerabatn. 
3. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus mempertahankan adanya keragaman 
budaya. Perencanaan pemebrdayaan harus selalu di sesusaikan dengan budaya local 
yang beragam, di lain pihak, perencanaan pemberdayaan yang seragam untuk setiap 
wilayah seringkali akan memenuhi hambatan yang bersumber pada keragaman 
budidaya; 
4. Perubahan budidaya artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan 
perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus di laksanakan dengan bijak dan hati-
hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Karena itu, 
setip penyuluh perlu untuk terlebuh dahulu memperhatikan nilai-nilai budaya local 
seperti tabu, kebiasan-kebiasaan; 
5. Kerjasam dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu 
mengerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu berkerja sama dalam melaksanakan 
progam-progam pemebrdayaan yang telah di rancang; 
6. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu 
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternative 
yang inggin di terapkan. Yang di maaksud demokrasi di sini, bukan terbatasa tawaar 
menawar tentang ilmu alternative saja, tetapi juga dalaam pengunaan metode 
pemberdayaan serta proses pengambilan keputusan yang akan di lakukan oleh 
masyrakat sasarannya; 
7. Belajar sambal berkerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus di upayakan agar 
masyarakt dapat”belajar sambal berkerja” atau belajar dari pengalaman  tentang segala 
sesuatu yang ia kerjkan. Dengan perkataan lan, pemberdayaan tidak hanya sekedar 
menyampaikan kesempatan kepada masyrakat saran untuk mencoba atau memperoleh 
pengelaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata. 
8. Pengunaan metode yang sesuai, artinya pemebrdayaan harus dilakukan dengan 
penerapan metode yang selalu di sesuaikan dengan kondisi(lingkungan fisik, 
kemampuan ekonpmi dan nilai sosisal budaya) sasaranya dengan perkata lain, tidak 
satupun metode yang dapat di terapkan di semua kondisi saran dengan efektif dan 
efisien. 
9. Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya 
bertujuan untuk kepentingan/kepuasaanya sendiri, dan harus mampu mengembangkan 
kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaliknya mampu menumbuhkan 
pemimpin-pemimpin lokalal atau memanfaatkan pimpinan local yang telah ada untuk 
membantu kegiatan pemberdayaan; 
10. Spesialisasi yang terlatih, artinya, penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah 
memperolehlatihan khusus tentag segala sesusatu yang sesuai dengan fungsinya denagn 
penyuluh. Penyuluh-penyuluh yang disiapkan untuk menangani kegiatan-kegitan khusus 
akan lebih efektif di banding yang disisapkan untuk melakukan beragam kegiatan 
(meskipun masih berkaitan dengan kegiatan pertanian) 
11. Segenap keluarga, artinya, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu 
kesatuan dari unit social. Dalam hal ini, terkandung pengertian-pengertian: 
a. pemberdayaan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga 
b. setiap annggota keluarga memiliki peran/pengaruh dalam setiap pengambilan 
keputusan 
c. pemberdayaan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama 
d. pemberdayaan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga 




f. pemberdayaan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda 
g. pemberdayaan harus mengembangkan kegiaatan-kegiatan keluarga memperkokoh 
kesatuan keluarga, baik yang menyangkut masalah social,ekonomi,maupun budaya; 
h. mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakatnya 
12. Kepuasana, artinya, pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasaan. 
Adanya kepuasaan akan sangat mementuhkan keikut sertan saran pada progam-progam 
pemberdayaan selanjutnya. 
 
- Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 
           tujuan yang inggin di capai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan 
masyarakt menjadi mandiri. Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2004:80) mengukapkan bahwa 
Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengandalkan apa yang 
mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu di telususri apa yang sesungguhnya di maknai 
sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu 
kondisi yang di alami oleh masyarakat yang di tandai oleh kemampuan untuk memikirkan, 
memutuskan serta melakukan sesuatu yang di pandang tepat. 
       Untuk mencapai kemandirian masyrakat di perlukan sebab proses, melalui proses belajar 
maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan tersebut masyarakat harus 
menjalani proses belajar dengan proses belajar tersebut akan di peroleh kemampuan/daya dari 
waktu kewaktu. Dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai, untuk 
mengantarkan kemandiran mereka. 
 
D. Masyarakat Petani Rumput Laut. 
- Pengertian Masyarakat.  
             Masyarakat dalam pengertian Bahasa inggris dipakai istilah socity berasal dari kata catin 
socius, yang bertikawan, menurut Koentjaraningrat (2015:116) istilah masyrakat asal dari akar 
kata dari Bahasa arab syaraka yang berarti “ikut serta berpartisipasi.” Masyrakat adalah 
sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah saling “berineraksi” dalam 
suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi. 
Secara umum masyarakat dientifikan sebagai kelompok manusia yang anggotanya satu sama 
lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik dalam interaksi yang menjadi 
pedoman untuk bertingka laku bagi anggota masyarakat, dengan demikian anggota suatu 
masyarakat biasanya memiliki suatu kebiasannya tradisi, sikap dan prasaran tertentu. 
      Petani rumput laut adalah masyrakat yang melakukan kegiatan dalam pengelolaan budidaya 
rumput laut yang merupakan suatu objek penelitian dalam penulisan ini dengan demikian 
masyrakat petani rumput laut adalah kelompok manusia yang anggotanya satu sama lain 
berhubungan erat dan berinteraksi dengan pengembangan pembudidayaan rumpiut laut. 
        Indonesia merupakan negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam sertamemiliki 
laut yang luas. Indonesia, kurang lebih dari 70% wilayahnya terdiri darilaut, yang pantainya 
memiliki kekayaan akan hasil jenis sumber hayati danlingkungan yang potensial. Luas pantainya 
mencapai kurang lebih 81.000 km.Perairan di Indonesia sangat luas, lebih luas dibandingkan 
daratan Pantainya yangsubur bisa dimanfaatkan dalam sektor kelautan.Salah satu komoditas 
unggulansumberdaya laut ialah rumput laut.  
Pembudidayaan komoditas rumput laut adalahyang paling banyak. Rumput laut 
menduduki posisi pertama dari 10 komoditasperikanan unggulan budidaya lainnya.Produksi 
rumput laut mengalami kenaikanrata-rata 32% per tahun. Pada tahun 2009, produksi rumput 
laut Indonesiamencapai 2,5 juta ton dan diproyeksikan mencapai 10 juta ton pada tahun 2014 
(Aslan, 2008) Rumput laut (seaweed) adalah jenis ganggang yang berukuran besar 
(macroalgae)yang termasuk tanaman tingkat rendah dan termasuk divisi 
thallophyta.Rumputlaut memiliki sifat morfologi yang mirip, karena rumput laut 
tidakmemperlihatkan adanya perbedaan antara akar, batang dan daun walaupunsebenarnya 
berbeda.Bentuk-bentuk tersebut sebenarnya hanyalah thallus. Bentuk halus rumput laut 
bermacam-macam antara lain, bulat seperti tabung, pipih, gepeng, dan bulat seperti kantong dan 





- Jenis-jenis Rumput Laut 
  Jenis rumput laut yang termasuk dalam kelas alga merah sebagai pengahasil karaginan 
adalah Kappaphycus dan hypnea, sedangkan yang mengandung agar-agar (agarofit) adalah 
Gracilaria dan Gelidium 
a. Alga Hijau 
Alga hijau (Chlorophyceae) dapat ditemukan pada kedalaman hingga 10 meteratau lebih 
di daerah yang memiliki penyinaran yang cukup.Rumput laut jenis initumbuh melekat 
pada substrat seperti batu, batu karang mati, cangkang moluska,dan ada juga yang 
tumbuh di atas pasir.Di Indonesia rumput laut jenis ini terdapatsekitar 12 
marga.Terdapat sekitar 14 jenis telah dimanfaatkan sebagai bahankonsumsi dan obat. 
b. Alga Cokelat 
Pada peraiaran Indonesia terdapat sekitar 8 margakelas alga cokelat atau rumput laut 
cokelat (Phaeophyceae).Tumbuhan jenis ini merupakan kelompok alga laut penghasil 
algin (alginofit).Jenis rumput laut cokelat yang berasal dari kelas ini yang terutama 
sebagai penghasil algin ialah sargassum sp, Cystoseira sp, dan Turbinaria sp. Alga coklat 
merupakan jenis rumput laut yang memiliki ukuran besar.  
 
- Manfaat Rumput Laut 
Ganggang merah memiliki kandungan agar-agar, karaginan, porpiran maupun 
furcelaran.Jenis ganggang cokelat yang berpotensi untuk dimanfaatkan, seperti Sargassum dan 
Turbinaria.Ganggang cokelat memiliki kandungan pigmen klorofil a dan c, beta karotin, 
violasantin, fukosantin, pirenoid dan filakoid (lembaran fotosintesis), cadangan makanan berupa 
laminarin, dinding sel yangterdapat selulose dan algin. ganggang merah dan ganggang cokelat 
termasuk jenisbahan makanan sebagai penghasil yodium (Tim Penebar Swadaya, 1999). Jenis- 
jenis pemanfaatan dari rumput laut menurut Kordi, (2011) adalah sebagai berikut: 
1. Rumput laut sebagai bahan pangan:Rumput laut sebagai bahan pangan biasa dikonsumsi 
secara langsung seperti dimasak sebagai sayuran untuk lauk. 
2. Rumput laut dalam bidang farmasi:Rumput laut digunakan sebagai obat luar yaitu 
antiseptik dan pemeliharaan tubuh. Rumput laut juga dimanfaatkan dalam bidang 
farmasi sebagai pembungkus kapsul biotik, vitamin dan lain-lain. 
3. Rumput laut dalam kosmetik:Produk kosmetik tidak hanya untuk mempercantik diri 
namun untuk kesehatan. Olahan rumput laut dalam pada bidang industri kosmetik 
dipergunakan dalam produksi salep, krem, losion, lipstik dan sabun. 
4. Rumput laut dalam industry:Dalam industri makanan, olahan rumput laut dipergunakan 
sebagai bahan pembuatan roti, sup, eskrim, serbat, keju, puding, selai dan lain-lain. 
Penggunaan olahan rumput laut juga dipergunakan dalam industri tekstil, industri kulit 
dan sebagainya, seperti pelat film, semir sepatu, kertas, serta bantalan pengalengan ikan 
dan daging.Rumput laut juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan, misalnya 
sajadapat dijadikan bahan dasar pembuatan mie. Bahan dasar dalam pembuatan mie 
yang biasa digunakan seperti gandum yang masih diekspor dari luar negeri dan harga 
yang masih sangat mahal. Pembuatan mie juga masih menggunakan bahan-bahan yang 




Penelitian ini mengunakan  metode kualitatif (Sugiyono, 2011), yang akan mengkaji peran 
Peran Dinas Kelautan dan Perikanan   dalam Pemberdayaan Mayarakat Petani Rumput Laut di 
Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Kajian dilakukan dengan  mengunakan 
Konsep yang dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha (1990:166) tentang peran pemerintah. 
Menurutnya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah:  memberikan 
bimbingan dan bantuan teknis; menggerakan partisipasi masyarakat; memberikan stimulasi dan 
motivasi kepada masyarakat; dan .memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih 
sebagai alternative dan mengambil keputusan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan yang diawali 
dengan melakukan reduksi data, dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri 






Dinas Kelautan dan Perikanan   dalam pemberdayaan petani rumput laut memiliki peranan 
yang sangat penting. Sebagai lembaga resmi pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsi 
melekat padanya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi petani rumput 
laut yang ada di desa Nain Kecamatan Wori, secara operasional dijalankan oleh 3(tiga) seksi 
yang terdapat dalam struktur Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu: 
1. Seksi pembinaan dan pembudidaya rumput laut 
2. Seksi pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya rumput laut. 
3. Seksi pengendalian untuk pembudidayaan rumput laut. 
Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan 
masyarakat petani rumput laut, maka penjelasannya akan di lakukan dengan pendekatan 
analisis teori menurut Taliziduhu Ndraha yang mengatakan bahwa peran pemerintah dalam 
pemberdayaan adalah sebagai berikut: 
a. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis 
b. Mengerakan partisipasi masyarakat 
c. Memberikan stimulasi dan motivasi kepada masyrakat 
d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sebagai alternative dan 
mengambil keputusan. 
      
1. Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Memberikan Bimbingan Dan Bantuan 
Teknis 
Peran Dinas Kelautan dan Perikanan   dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis 
dilakukan dengan cara memberikan bimbingan. Dimana petugas dari Dinas Kelautan dan 
Perikanan  memberikan bimbingan kelompok petani rumput laut agar bersemangat dan 
mempertahankan rumput laut sebagai usaha yang dapat memenuhi kebetuhan keluarga. 
Sedangkan bantuan teknis diberikan bmbingan tentang bagaimana caranya melakukan budidaya 
rumput laut dan mengatasi kerusakan dalam budidaya rumput laut. 
Sebagian petani yang kurang mengetahui apakah pemerintah bisa membuat peraturan 
tentang bantuan pengadaan sarana dan prasarana terkait dengan pemberdayaan petani rumput 
laut. Yang jelas ketika aturan-aturan tersebut ada maka akan mempermudah mengelolah 
rumput laut dan memperoleh hasil yang bisa digunakan untuk kehidupan masyarakat. bahwa 
pemerintah seharusnya membuat peraturan terkait dengan pengelolaan rumput laut. Sehingga 
masyarakat hanya menjalankan pekerjaan dan fokus pada pengelolaan rumput laut dengan baik. 
Instrumen ini merupakan sesuatu yang pokok untuk masyarakat khususnya petani rumput laut.  
Instrumen yang dimaksud yaitu berupa alat-alat atau prasarana buat pemerintah dalam 
melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dapat berupa peraturan-peraturan atau kebijakan yang 
dapat menguntungkan petani rumput laut penyuluhan di berikan bersamaan dengan bimbingan 
dan bantuan teknisseadanyaiya tentu masyarakat diajak untuk ikut membudidayakan rumput 
laut dengan berbagai kebatasanya yang ada pada awalnya petugas hanya memberikan 
bimbingan sampai masyarakat tahu sedikit demi sedikit ada bantuan teknis yang di berikan 
petugas pada tugas penyulu setelah petani rumput laut yang mengikuti dan mengetahui apa 
yang di jelaskan,maka di berikan apresensi berupa bantuan dana untuk dapat mengembangkan 
usaha budidaya rumput laut yang mendapatkannya hanya 2 orang petani rumput laut yang di 
nilai kurang mampu tetapi memiliki kemampuanm budidaya rumput laut. 
Sampai saat ini peraturan khusus seperti perda mengenai rumput laut belum ada. Inilah 
kemudian yang menjadi perhatian dinas agar peraturan khusus ini ada. Meskipun demikian 
pengelolaan rumput laut sejauh ini masih berjalan dengan baik tanpa adanya peraturan. Adanya 
hal tersebut dikarenakan beberapa masyarakat di pulau Nain Kecamatan Wori bergantung pada 
pengelolaan rumput laut.  
Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah dalam hal pembuatan 
peraturan tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal. Dalam pemberdayaan masyarakat 
diperlukan adanya peraturan yang mengikat, terlebih lagi untuk hal terkait dengan pengelolaan 
rumput laut Interpretasi dari pernyataan tersebut adalah untuk mengelolah dan 
memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan rumput laut perlu adanya pembuatan 
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pertauran dari pemerintah yang sifatnya mengikat agar arah pemberdayaan dan pengelolaan 
bisa terarah. Intervensi dari pemerintah hanya berupa pembinaan yang diberikan kepada 
masyarakat. Pembinaan ini dilaksanakan dari Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan   Kabupaten 
Minahasa Utara dan diikuti oleh sebagian besar petani rumput laut.  
 
 
2. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Menggerakan Partisipasi Masyarakat 
Petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di 
lingkungan budidaya rumput laut termasuk petani rumput laut dan masyarakat pada umumnya 
serta menyampaikan keunggulan usaha rumput laut sebagai potensi usaha bagi masyarakat 
pesisir pantai dan mengajak masyarakat ikut membudidayakan rumput laut. Tmuan penelitian 
menggambarkan bahwasanya masyarakat telah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
mereka diberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk mengelola rumput laut. Hal ini berarti 
sesungguhnya masyarakat tidak kekurangan informasi dan tinggal bagaimana mereka 
memanfaatkan informasi yang didapatkannya. Dengan adanya informasi berupa pengetahuan 
maka masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan. Bahwa partisipasi masyarakat 
secara aktif juga dimaksudkan sebagi kekuatan kontrol atas peran Dinas Kelautan dan Perikanan 
dalam memberikan pengarahan. 
Pengarahan disini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat 
mengenai cara-cara yang dilakukan dalam mengelola rumput laut. Dalam hal ini pemerintah 
melakukan pelatihan, dan kemudian pemerintah juga meningkatkan keterampilan masyarakat 
dalam mengelolah rumput laut. Seperti halnya pengolahan rumput laut menjadi agar-agar. 
Diketahui bahwa agar-agar banyak digunakan dalam industry makanan dalam bentuk jeli, es 
krim makanan kaleng (daging dan ikan), roti (bakery), permen, manisan, selai. Disini pemerintah 
menjadi aktor yang perannya sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat 
sebagian besar belum mengetahui cara pengelolaan rumput laut yang tepat dan bernilai tinggi. 
meskipun setiap harinya mereka berhadapan dengan rumput laut dan sekeda 
mengumpulkannya 
Pada saat dinas mulai bergelut dengan rumput laut diakui masyarakat sempat kebingunan 
dalam meningkatkan hasil dari rumput laut. Dalam waktu yang lama hanya bisa mengumpulkan 
dan menjual sehingga rumput laut yang didapatkan tidak bisa berkembang. Kemudian 
pemerintah memberikan kami petunjuk yang dibutuhkan. Mereka memberikan motivasi lalu 
memberikan bimbingan untuk mengelolah rumput laut menjadi agar-agar. Sehingga kami bisa 
meningkatkan penghasilan dari pengelolaan rumput laut. 
Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa pemerintah telah 
memberikan perhatian terkait dengan peningkatan pengelolaan rumput laut. Sudah seharusnya 
hal ini dilakukan karena dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi masyarakat. Selain itu hal 
ini juga menjadi indicator masyarakat bisa dikatakan mandiri. Untuk membuat masyarakat 
menjadi mandiri tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Sunyoto Usman, (2000:31) 
mengemukakan bahwa terdapat beberapa strategi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan 
dalam memilih dan kemudian menerapkan pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan suatu 
iklim, memperkuat daya, dan kemudian melindungi. 
Bimbingan ini dimaksudkan agar petani rumput laut meningkatkan kemampuan mereka 
dalam mengelolah rumput laut, hasilnya pun bisa membantu perekonomian mereka kebutuhan 
hidup sehari-hari penyuluhan diberikan bersamaan dengan bimbingan dan bantuan teknis 
seadanya tentu masyarakat diajak untuk ikut membudidayakan rumput laut dengan berbagai 
kebatasanya yang ada. 
Masyarakat memang tidak bisa bergerak sendiri. Mereka perlu digerakkan dan diberikan 
arahan yang sesuai. Memang yang sementara menjadi perhatian adalah tidakadanya aturan 
khusus tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan petani rumput laut. Sehingga 
memberikan arahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jadi Dinas Kelautan dan Perikanan   
bisa menjadi penentu satu programdikarenakan belum adanya aturan khusus terkait hal ini. 
untuk pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. Semestinya 




Masyarakat ketika diberikan pelatihan-pelatihan memberikan respon yang positif. Biasanya 
dinas mendatangkan pemateri dari luar kota. Pemateri ini kemudian menjelaskan mengenai 
tahap-tahap dalam mengelolah rumput laut menjadi agar-agar dan sebagainya. Namun sampai 
materi yang sering dibawakan adalah mengenai pembuatan agar-agar dari rumput laut 
dikarenakan masyarakat lebih banyak memasarkan agar-agar. 
Pernyataan informan didalam mengunakan partisipasi masyarakat lebih paham lagi 
mengenai proses pengelolaan rumput laut. Masyarakat juga begitu atusias di karenakan 
sebagian besar dari mereka memasarkan rumput laut keluar kota. Pelaksana proses dan 
pencapaian tujuan pemberdayaan dapat di capai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan 
yang bisa di berikan dalam bentuk pelatihan artinya pemerintah sudah melakukan pendekatan 
dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana penyuluhan informasi keterampilan yang di 
maksud adalah tentang kemampuan masyarakat dalam berfikir dan berindak berfikir. Tentang 
bagaimana meningkatkan nilai penjualan dan mengelola rumput laut secara efisien dan efektif.  
Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda serta pengetahuan yang berbeda. 
Saya melihat kemampuan petani disini lumayan baik. Mereka mengumpulkan rumput laut, 
merapikannya, dan kemudian mengeringkannya. Barulah setelah itu kemudian rumput laut yang 
sudah dikumpulkan dikelolah menjadi agar-agar dan sebagainya. Mereka sudah sangat ahli 
dalam hal ini dikarenakan setiap hari mereka berhadapan dengan rumput laut.  
Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa dalam bekerja masyarakat sangatlah 
kompeten terlebih lagi dalam hal mengumpulkan dan mengeringkannya. Namun meskipun 
begitu pemerintah tetaplah harus berperan dengan meningkatkan keterampilan petani rumput 
laut. Bahwa memberdayakan masyarakat yaitu terdiri dari tiga hal penting, diantaranya adalah 
pengembangan, (enabling), memperkuat kemampuan atau daya yang dimiliki masyarakat, dan 
terciptanya kemandirian. Pada dasarnya pemberdayaan adalah usaha menciptakan iklim dan 
suasana yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berkembang. 
Dari seksi pembinaan dan pemberdayaan rumput laut memberikan penyuluhan dan 
sekaligus mengajak masyarakat pesisir pantai yang memiliki kegiatan budidaya rumput laut 
untuk ikut dalam kegiatan pembudidayaan rumput laut. Untuk meningkatkan semangat 
masyarakat petani rumput laut dan masyarakat serta dalam mengembangkan budidaya rumput 
laut, dinas melakukan pelatihan bagi petani rumput laut dan masyarakat mau ikut sebagai 
partisipasi dengan materi: 1. Pengenalan rumput laut, 2. Pendamping pembuatan aneka rumput 
laut 3. Pelatihan depersivikasi produk olaan rumput laut 4. Pelatihan pengelolaan dan 
pengemasan rumput laut. Dinas Kelautan dan Perikanan akan memberikan rekomendasi kepada 
kelompok petani rumput laut yang ingin mendapatkan bantuan dana dan peralatan dari 
pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Kelautan dan Perikanan  bagi kelompok yang 
sangat menonjol keberhasilannya dalam budidaya rumput laut. 
Langkah-langkah pemerintah dalam memberdayakan awalnya hanya memberikan 
bimbingan. Kemudian setelah masyarakat paham sedikit demi sedikit pemerintah kemudian 
memberikan apresiasinya dengan memberikan bantuan dana agar bisa membuka usaha sendiri. 
Tentunya tidak semua masyarakat mendapatkannya, hanya sebagian dari petani yang sudah 
mengelola rumput laut dengan waktu yang lama. 
Pernyataan informan menggambarkan bahwa pemerintah sudah berperan dalam 
memberdayakan masyarakat. Bantuan pelatihan dan pemberdayaan membuka usaha mereka 
sendiri. Pemerintah sebagai fasilator yaitu untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam 
pelaksanaan pendampingan melalui pelatihan pendidikan dan usaha meningkatkan 
keterampilan. 
Pihak yang telah di lakukan menimbulkan dampak yang positif untuk masyrakat, yaitu 
dengan meningkatkan jumlah kebutuhan produk olahan rumput laut. Pemberdayaan 
masyarakat dalah usaha dalam mebuat masyrakat mandiri lewat perwujudan potensi 
kemampuan yang mereka miliki. Kegiatan-kegiatan dalam pelatihan merupakan suatu upaya 
untuk memberdayakan masyrakat dan membuat masyarakat mandiri dengan adanya 
pengelolaan rumput laut.  
 




Terkait hal ini temuan penelitian menggambarkan bahwa peran Dinas Kelautan dan 
Perikanan   dalam memberikan stiumulasi dan motivasi kepada masyarakat dilakukan dengan 
cara sebagai berikut, diantaranya melakukan pertemuan dengan petani rumput laut yang di 
lakukan secara tidak resmi di tempat dimana masyarakat biasanya berkumpul dan masyarakat 
pada umumnya. Hal itu di lakukan dengan cara akrab dan secara keluargaan melakukan dialog 
tentang bagaimana petani rumput laut dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam usaha 
pengembangan rumput laut, dan petugas memberikan motivasi agar petani rumput laut tetap 
semangat dan melakukan usaha untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang di hadapi. 
       Hal ini menunjukan bahwa peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan petani 
rumput laut telah di lakukan dengan pendekatan di sampaikan dengan cara yang tidak resmi. 
Petugas mengajak masyarakat pesisir dan petani rumput laut untuk melakukan dialog-dialog 
dengan petani rumput laut tentang potensi budidaya rumput laut dengan pendapatan keluarga, 
yang bersifat non formal atau tidak resmi dengan pakaian seadanya. Petugas seksi 
pemberdayaan rumput laut dalam kegiatan melakukan pertemuan dengan masyarakat dalam 
rangka sosialisasi dan motivasi penyuluhan maupun bimbingan teknis ada yang dilakukan 
dengan cara yang tidak resmi hal ini dapat dilakukan di tempat di mana saja terdapat anggota 
masyarakat banyak berkumpul tetapi kalua acara resmi pelatian dapat menyusaikan dengan 
keadaan perserta dan pelaksanaan di lakukan di balai desa. 
       Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa peran Dinas Kelautan dan Perikanan   dalam 
memberikan situmulasi dan motivasi kepada masyrakat petani rumput laut telah di lakukan 
dengan dua pendekatan yaitu pertama pendekatan stimulasi (petunjuk disampaikan dalam 
suasana tidak resmi) dimana masyarakat pada saat menerima motivasi berada di tempat yang 
biasanya mereka berkumpul dengan waktunya yang sama, dengan pakaian apa adanya sesuai 
kebiasannya atau budaya petani rumput laut sebagai masyakat pesisir pantai. Hal ini di lakukan 
berulang kali secara terus menerus setiap kali ada kunjungan. Kedua pendekatan yang di 
berikan secara resmi dimana motivasi di berikan bersamaan dengan pelatihan, pendidikan dan 
pendampingan untuk meningkatkan usaha pengasilan budidaya rumput laut, yang harus di 
lakukan pada tempat yang sudah di tentukan dengan jadwal waktu yang tepat dan teratur 
dengan pakaian rapi. Hal ini dilakukan dengan  harapan agar peserta yang mengikuti pelatihan 
dan pendidikan mempersiapkan diri dan focus dalam mengikuti materi yang di berikan sehingga 
dapat bermanfaat untuk budaya kemandirian masyarakat guna mengembangkan budidaya 
petani rumput laut. 
 
4. Peran Dinas Kelautan Dan Periknan Dalam Pemberikan Kesempatan Kepada 
Masyarakat Untuk Memilih Alternative Dan Mengambil Keputusan 
Terkait hal ini temuan penelitian menggambarkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan   
memberikan kesempatan kepada masyarakat petani rumput laut untuk melakukan pilihan-
pilihan yang terbaik dalam mengatasi hambatan dan tantangan dalam pengembangan budidaya 
rumput laut, dari hasil diskusi-diskusi antara petugas dan petani rumput laut. Hal ini menujukan 
bahwa peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat 
untuk memilih alternative dari berbagai konsep-konsep yang di sampaikan petugas, atau 
penyuluh dalam rangka meningkatkan hasil budidaya petani rumput laut. Penetapan hasil 
pertemuan antara petugas dengan petani rumput laut selalu memperhatikan ide-ide masyarakat 
untuk kemajuan budidaya rumput laut. Kebebasan dalam menentukan pilihan diberikan agar 
petani rumput laut melaksanakan sungguh-sungguh setiap menjadi pilihannya. 
Nampak dengan jelas bahwa peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberdayakan 
masyarakat petani rumput laut dengan pendekatan yang baik dan bijaksana untuk 
mengembangkan budidaya rumput laut menjadi milik masyarakat itu sendiri sehingga dapat 
bertumbuh dan berkembang selama terus menerus untuk kesejahteraan masyarakat secara 
mandiri. Kesimpulan dari pertemuan atau diskusi dirumuskan dalam beberapa point yang 
penting yang ada dukungannya dengan budidaya rumput laut dan setiap  anggota masyarakat 
petani rumput laut dapat memilih mana yang sesuai dengan kemampuan yang dapat 
dilaksanakan. 
Hal ini menunjukan peran Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan tugas 
pemberdayaan masyrakat petani rumput laut dengan sangat baik yang memperlakukan 
masyarakat dengan berkat dan martabatnya. Petugas memberikan dorongan agar masyrakat 
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dapat memilih beberapa hasil pemikiran dalam pertemuan itu untuk di laksanakan. Peran  Dinas 
Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat petani rumput laut telah berlangsung 
sebagai mana mestinya, dengan pendekatan demokrasi dimana anggota petani rumput laut di 
berikan kesempatan untuk mengambil keputusan dengan berdasarkan pilihan hati nurani 
sendiri. Dalam penyuluhan dan pelatihan biasanya petugas dinas, maupun ahli dari akademisi 
diajak untuk memberikan materi dan di lakukan diskusi dan tanya jawab dan untuk menentukan 
mana yang ingin masyarakat petani rumput laut kembangkan hal itu menjadi pilihan dari setiap 
anggota masyrakat sebagai peserta-peserta. 
Selain itu pilihan dari beberapa kesimpulan tentang bentuk-bentuk atau modal-modal 
perkembangan budidaya rumput laut dan jenis-jenis rumput laut menjadi kewenangan peserta 
untuk menentukan, dan dinas tidak melakukan intervensi untuk menjaga kemandirian petani 
rumput laut dan mengharapkan setiap anggota petani rumput laut merasa bersemangat atau 
pilihan mereka dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan mereka dalam mengembangkan 




Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:  
1. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan   dalam pemberdayaan masyarakat petani rumput 
laut di desa Nain teleh di lakukan oleh dinas kelautan dan perikanat masyarakat setiap 
tahun anggaran dan teknik dilakukan pada bulan juni 2019 dan pada tahun 2020 tidak 
dalam di lakukan karena adanya covid19 bentuk kegiatan yang di berikan masih bersifat 
bimbingan dan bantuhan teknis dalam bentuk konsep-konsep tertentu pembudidayaan 
rumput laut, dan bantuan yang bersifat sarana dan pasarana masih kurang yang dapat di 
berikan karena anggaran untuk bantuan pemberdayaan petani rumput laut belum 
tersedia pada Dinas Kelautan dan Perikanan   
2. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan   kabupaten Minahasa Utara setiap kunjungan 
kelokasi petani rumput laut memberikan dukungan untuk mengajak masyarakat ikut 
berpartisipasi dala kegiatan budidaya rumput laut sebagai usaha tambahan untuk 
meningkatkan pengahsil sebagai nelayan, dan masyarakat di ajak untuk berpartisipasi 
dalam mejaga kebersihan dan kelestarian di lingkungan pesisir pantai. 
3. Dinas Kelautan dan Perikanan   Minahasa Utara dalam melakukan kegiatan dengan 
masyarakat petani rumput laut dengan cara mengumpulkan  masyarakat dengan 
pendekataan tidak resmi sehingga masyarakat yang hadir dengan berpakaian apa adanya, 
lalu memberikan dorongan dan motivasi tentang pembudidayaan rumput laut dan 
keuntungan-keuntungannya bagi masyarakat dengan menerima pesan-pesan yang di 
berikan tentang berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat agar 
dapat berpatisipasi dalam kegiatan budidaya rumput laut. Walau hasilnya belum 
memadai. 
4. Dinas Kelautan dan Perikanan   dalam kegiatan-kegiatan diskusi dengan masyarakat 
petani rumput laut dan anggota masyarakat di lingkungnan pemberdayaan budidaya 
rumput laut di desa Nain induk kecamatan Wori berjalan dengan baik dengan cara petugas 
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat menceritakan 
berbagai pengalaman  dalam mengelola rumput laut. Kemudian dirumuskan dalam 
berbagai bentuk atau model pemberdayaan dan di berikan kesempatan dari anggota 
petani rumput laut untuk mengambil keputusan menetukan pilihan bentuk dan model 
yang sesuai untuk dapat di laksanakan, hal ini jelas bahwa peran Dinas Kelautan dan 
Perikanan   telah di laksanakan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat 
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